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Perniasalahaii

Pendidikan Nasional dalam

kaitannya dengan ketenagafcerjaan
menyangkut segenap usaha untuk
meningkatkan produktivitasselunih siimber
daya manusiajaitu tersedianya tenaga kerja
yang terdidik dan terampil sejalan dengan
laju peitumbuh^ pembangunan.

Dalam kaitannya dengan strategy
pembangunan yang berorientasi pada
pemerataan, kesempatan >kerja dan
pertumbuhan ekonomi, masih terdapat-
kesenjangan antara angkatan kerja, tenaga-
kerja dengan kesempatan kerja yang
tersedia. Kesenjangan tersebut terjadi
sebagai akibat pilihan teknologi yang

-berorientasi padat mpd^ di satu pihak dan
lemahnya lembaga pendidikan dalam ~
merigejarketinggalaiituntutanketerampilan
yang dibutuhkail olehmasyarakatindustri.

Diperlukan"^ suatu perencanaan ketenaga
kerjaan yang sinkron dengan perencanaan
pendidikandaii atau sebaliknyasinkronisasi
antara perencanaan pendidikan dengan
perencanaan ketenaga kerjaan.

cPembahasaii

1. Angkatan Kerja
Angkatan ke^'a adalah mereka yang

telah mencapai usia kerja, teM bekerja,
dan mereka yang secara aktif rnencari
pekerjaan. Dengan mengetahui keadaan
angkatan kerja dapat diketahui kesernpatan
kerja apa dan berapa besar kesempatan
kerja yang diperlukan untuk menampung
keseliiruhan angkatan kerja yang tersedia.

iiimlah angkatankerjaAenaga kerja
banyak ditentukan oleh variabel
kependudukan (jenis kelamin, usia) sedang
kualitas atau mutu tenaga kerja terntama
dipengaruhiolehkondisidankebijaksanaan.
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kependidikan. Diperkirakan selama
Repelita V jumlah angkatan kerja
meningkat dari 71. juta pada tahunl988
menjadi sekitar 82 juta pada tahun 1993.
Hal tersebut mengandung arti terdapat
peningkatan sebanyak 11 juta orang atau
sebanyak 2.229.500 orang pertahun
(2.96%). Dari sejumlah itu, sebagaian
(50,19%) memilild pendidikan rendah y^ tu
sekolahdasar(SD). Kondisi angkatankeija
dengan pendidikan rendah akan
menghasilkan produkstivitas y^g rendah
dengan kualitas yang rendah pula. Pada
tabel l,2dapatdilihatproyeksipertumbuh^
dan pertambahan angkatan kerja serta
perkiraan tambahan angkatankeijamenurut
pendidikan selama periode tahun 1988 -
1993

TABEL : 1 Analisa Tambahan
Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja

Menurut Tingkat Pendidikan
(1988 r 1993 ) Dalam RIbuan

Sa. Tmti^Seis Fsflibi Ttsababu

ABtUuKvia

TtmKahm

tepuaKoja
• * Kaeiiiibinpo

1. Tidik Pcnii 2JT2 21.63 2J72

1' ndikTcu Sckalit Daur IJ9S.4aS 3.762 3U4 2.163J92
3. SctoUbOasu J.996.03 3021 27J8 973.020
4. iMifUnin i.4u.m 620 3.66 826.813
3. SMI7Kcjmai 101.433 133 1.42 33J67
6. SMTAUoua 793.sed > 3M 3J4 407.860
7. SMTAKcjunia IJ|4.St9 JU 4JI 1.020809
L Poiwusi Tiaifi Preinm SO 372.930 S4 177 - 488;930
9. PofwiBiiTlaKi Pnpiin SI I.iau23 3S OJ} 1061223

lUMLAH ia934 ' 100 191498

.Caoun : Banltii(kanbh dengan ; Bappeui/Depdikbud/Depnater/BPS {t9S9) HaL 36.
lahtn 1991 (irriii)

Tabel: 2 Perkiraan Tambahan Angkatan
Kerja,Menurut Pendidikan

Repelita V( 1988-1993)

No. Tia|ka(7J(ob PrnOidlkan
Kcjuaiaae PtadidEkoo Fonsol Titnluluii

Angkaua Ktrjs
Jumiab %

1. TKiak Psnah Sekolah . . . .

1 Tidak Tamai Sckolah Dosar 2J)30J 14J4 IJOSAOS

3. Sdccbb Doar (SD) , 3.124J) 3323 3.996J320

4. AMIKLnoin ' 1^33.2 12.90 1.446JIS

3. OMtf Aejunan 1.30.4 0.91 101.433

A. SMTA Unuin 1.020.4 7.14 793.860

7. SMTAKcjuniao 1.941.9 1329 1314809

8. PetguraanTirggi Pregnin SC .7.43.4 3.14 3719.30

9. PcTgimai Tinggi PragrimSiI i.437.1 10.03 1.120123
d .

JUMLAH I42W.6 100 11.146498

Siimticr:B4<r«im/DepiIikl>uiI/Dcpa-ilter/BPS( l9!t91hnI.3A
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2. Kesempatan Kerja

Pendekatan yang mengutamakan sisi
permiiitaan (model Keynes) di fnanamodal-
merupakan penggerak pembangunan
berpendapat bahwa kesempatan kerja
terciptakarena adanyaproduksi barang dan
jasa. Semakin banyak barang danjasa yang
dihasilkan. semakin banyak pula
kesempatankeijaAicipt^andengancatatan
bila teknologi" yang digunakan tidak
mengalami perubahan. Oleh karena itu
untukmenumbuhkanperluasankesempatan
kerja hams ditujukan pada'mendirikan
kegiatan-kegiatan yang m'enghasilkari
barang yang kemudian akan raenimbulkan
permintaan terhadap masukan (input)
produksi yaitu'antara lain tenaga keija.
Akan tetapi untuk negara kita dimana
terdapat ketidak seimbangan distribusi'
penduduk serta tenaga kerja .berlebih
pendekatan tersebut dipandang tidak tepat
Dalam pilihan teknologi cenderungmemilih
teknologi padat modal (capital intensive)
sehingga banyak tenaga keija yang tidak
teipakai. Pengangguransemakinbertambah
setiap tahun di samping terdapatnya'
pengangguran terselubiing (disguised un
employment) yaitu mereka yang bekeija
tidak sesuai dengan latar'belakang
pendidikanserta ketrampilan yang dimiliki
(undemtilization).

Menumt Hidayat (1982, hal. 23)
untuk kohdisi tenaga keija kita, pilihan
teknologi hendaknya disesuaikan dengan
kuantitas d^ kualitas sumber daya yang
ada dan bukaii sebaliknya ( the kind of
technology chosen must be dictated by the
quality of the human resources available
not the choice of technology be will be
dictated by the owners of production). Pada
tabel 3,4' dapat dilihat besamya
pengangguran di Indonesiamenumttingkat



pendidikan serta relevansi pekerjaan
tamatan perguruan tinggi sebagaimana
dikemukakanolehAmdtdanSundrum serta

Palmier (Sumamo. 1986, hal'5 dan 6)"
Tabel 3. Pengangguran di Indonesia
menurut lokasi dan tingkat pendidikannya

Tabel 3.;
. Pengangguran di Indonesia menurut
lokasi dan tingkat pendidikannya (%)

Pendidikan
Kola Deu

Total

Pria Wnl. Tot. Prii WnC. Tot.

1. Sj>.auubu3n| 11.6 9D Ii3 46 36 46 863

1 Sek. Menengah IS.3 li.i 2IJ 126 .176 14.9 18.13

J.DiatasSek. 36 16.4 116 166 36 9.9. 10.43

Menengah
-

Sudiber: Ami dan Sundrum ( 19S0; 167 )

' TabelS.menunjukkanbahwasecara
keseluruhan persentase lulusan/tamatan
perguruan tinggi yang menganggur lebih
rendah dari kelompok tamatan sekolah
menengah, tetapilebih tinggi darikelomfwk
yang h^ya berpendidikan rendah. Data
tersebut juga menunjukkan adanya
perbedaan. antara daerah perkota^ dan
pedesaan. Di kota, persentase wanita
tamatan perguruan tingggi .yang"^
menganggur jauh lebih tinggi dari pada
pria. Di desa, persentase pria pengariggur
tamatan perguruan tinggi lebih tinggi dari
pada kelompok wanitanya. Keadaan
tersebut mungkin karena 'di desa relatip
sedikit wani^ berpendidikan tinggi di kota
banyak wanita berpendidikan tinggi yang
tidakbekeija, meskipun relatiplebih banyak
pekerjaan yang sesuai dengan taraf
pendidikan mereka. -

Bentuk lain dari pemborosan modal
yang ditanamkan di pendidikan tinggi ialah
tamatan tersebut bekeija, tetapi tidaksesuai
dengan pendidikannya. Mungkin bidangnya
yang kurahg sesuai, dan mungkin pula
pekerjaan tertentu sebenamya hanya
memeriukan tingkat pendidikan menengah.

£ ZaenalAbidin, Kesempaian Kerja dan SumberDaya

Masalah relevansi okupasi para'tamatan
perguruan tinggi di Indonesia pemah di
kaji oleh Palmier (1982 : 697,704)

Tabel 4 : Relevansi Okiipasi para
tamatan perguruan tinggi ( % ) '

Bidang stiidi;
persen dr.

popL

OKtlPASI RELEVAN.

Sarmud. Sarjg. X
OKUPASI TIDAK

RELEVAN

1. ^r^ian 3 46 28 37 63

^Teknik 10 46 44 43 S3

3. Koenunikaai 3 S) 26 11 77

4 Krvhinn 6 78 36 67 33

3. ftndldikan/Kegunian ' 30 69 70 70 ?0

6. Lain-lain(Kukoin.Seni. -

Saint, llrnu Sosial] 39 33 29 32 68

7. Tak dikeiahui 7 - ,

Rata^ata 100 49 42 46 34

SumbertPalmlerC I982:697:7CU)

Tabel.4 secara terperinci
menunjukkan bahwa saijana dan saijana
muda dari bidangpendidikan/keguruandan
kesehatanlah persentasenya paling tinggi
dengan pekerjaan yang sesuai dengan
tingkat/jenis bidang keahliannya. Dari
bidang studi yang lain, lebih dari separoh
pekerjaannya tidak/kurang relevan.
Dikemukakan bahwa hanya 46 persen
tamatan perguruan tinggi di Indonesia
bekeija pada pekerjaan yang sesuai dengan
keahliannya; sedangkansebanyak54 persen
lainnyamemiliki pekeijaan yang tidak atau
kurang sesuai dengan keahliannya.
Kelompok terakhir inilah yang mengalami
underempolyment,sedikit lebih baik dari
pada unemployment.

Kecenderungan peiubahan teknologi
akan terjadi apabila terjadi pergeseran
struktur "produksi. Secara terencana
pemerintah melalui Repelita telah
melakukan pergeseran struktur produksi
dari sektor pertanian ke sektor industri
pengolahan dan pada tahap tinggal landas
perubahan menuju ke masyar^at industri.
Daya tampung sektor pertanian semakin
menurun sementara sektor industri

penghasilbarang modaldaneksporsifatnya
semakin relatif padat modal dan padat
teknologi sehihgga jumlah pengangguran
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akan tetap besar. Pada Rcpclita. V
dipeikirakanoutputnasionaltumbuhsekitar
5 persensetiap^un akantetapikesempatan
keija yangdiciptakan hanya tumbuh sekitar
2,5 persen. Akibatnya pengangguran akan
meningkatjumlahnya(Soelistyo 1988, hal.
10).

PerubaHan strukturekonomi dari negara
agraris menjadi negara industri
mengakibatkan perubahan dalam bidang
keahlian tenaga keija.yangberbeda dengan
keahlian buruh tani. Tenaga profesion^,
teknisi ahli'(higher technician), teknisi
industri (trade technician) dan juni teknik
(traidesman) diperlukan dalamjumlahyang
lebih besar. Dilihat dari struktur keahlian

yang dimiliki tenaga keija Indonesia masih
terdapat kekurangan yang cukup besar ;
tenaga profesional masih kurang
dibandingkan dengan permintaah sektor
industri sehinggabanyakdigunakan tenaga

asing;saijana teknik Tndonesiamasihbelum
rnasuk , kategori mahusia terampil
dibandingkan dengan Jepang, Korea, dan
Taiwan; teknisi ahli, teknisi industri dan

juru teknik tidak'tersedia dan terlalu besar
hasratuntUkmasukperguruan tinggi. Dapat
disimpulkan bahwa hambatan utama
pembangunan industri dalam dasa warsa
80-an terletak pada langkanya mutu tehaga
kerja yangdiperlukan di lapangan.Ini berarti
pula dunia pendidikan kurang responsif

dalam menyadiakan "highlevelmanpower"
yang diperlukan untuk pembangunan
sekarang dan di masa mendatang (Hidayat,
1982, hal 25). Pada gambar la lb dapat
dilihat benhik piramida struktur Jenjang
tenaga kerja di Indonesia yaitu.mengalami
penyempitan di bagian tanah yang bei^i
kurangnya tenaga teknisi ahli dan tenaga
teknis dengan akibat produksitvitasmenj adi
rendah

Gambar : la. Perbandingan Struktur Keahlian Tenaga Kerja di Negara Industri
dan Indonesia

KtNiMiaH Xi'rjd
tii f/fjfiffa Mvftri

Tekniii Ahlt-

T<kmii InJusiri

Juru Tckmk

'nJik Tcriillh

Negara Maju

Sumber: PRISMA 4, April 1982
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Sistem Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional untuk
meningkatkan ketaqwaan, kecerdasan,-
keterampilan, mempertinggi budi pekerii,
kepribadian, cinta tanah air dan mampu
membangun diririya sendiri , serta
pembangunan bangsa serta perluasan
memperoleh pendidikan sekaligus
mengarahkan pada kebutuhan
pembangunan di berbagai'-bidang serta
bahwa pendidikan adalahberlasung seumur
hidup serta dilaksanakan dalam lingkungan
sekolah, keluarga dan masyarakat
merupakankebijaksanaan yangcukuptepat
dan mendukung terbentuknya manusia.
Indonesia seutuhnya. Namun demikian
dalam pelaksanaan terdapat berbagai
variabel yang berpenganih, kendala serta
penyimpangan-penyimpangan seperti
kendala budaya masyarakat, sistem

£ ZaenalAbidin, Kesempatan Kerja dan SumberDaya

pendidikan dan sistem kepegawaian yahg
terlaku di Indonesia sampai saat ini.

Semakin tersedia kesempatan
memasuki pekerjaan sektorformal, semakin
mendorong prang untuk memperoleh
pendidikan (ijazah, diploma) yang lebih
tinggi. Jumlah pelamar yang melebihi
lowohgan yang tersediai pengembangan
karier/promosiyanglebihcepatbagilulusan
saijana di atas lulusan SLA memacu orang
mencari persyaratanlain di atas persyaratan
minimal dengan mengikuti pendidikan
tambahan yang lebih tinggi. Sebagai akibat
tidaktertampungnyaparalulusanSLP/SLA
pada tingkat pendidikan Universitas telah
banyak berdiri perguruan tinggi swasta atau
sekolah-sekolah swasta yang hanya
menyebabkan semakin bertumpuknya
jumlah penganggur.

Gambar lb : Perbandingan Struktur Keahlian Tenaga Kerja Di Indonesia,
Pakistan dan Korea.

0.6%Higher

3V*Inlermediale

76%
lililerale

PAKISTAN 1985-8

0.6%
Hiqher

Ser^ior
Secondary

6%
Junbr

Secondary

60%
Pfima7 (1 • S)

ilfilerale

INDONESIA 1982

19.3%
Sr.Secondary

22%
JuniorSecondary

56%
Primary (1.6)

illilerald

SOUTH KOREA 1975

Sumber: Depdikbud - USAID, Education and the Economy, 1992 hal 14.
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Dalam sisiem pendidikankitajumlah
SLA Umum yang lebih banyak dari SLA
kejuruan, sistem seleksi untuk memasuki
pergunian tinggi yang lebih
menguntungkan lulusan SLA Umum,
perluasan program stud! (S0,S2,S3,D1,D4
dst), memberikan kontribusi pula bagi
membengk^ya jumlah mahasiswa dan
lulusan sarjana.

Sistem kepegawalan untuk seumur
hldup (sampai usia pensiun) dan tidak
berorientasipadatingkatketrampilan, maka
pendidikan dianggap sebagai suatu cara
untuk meningkatkan gengsi seseorang
dalam masyarakat dan semakln menambah
sulit dalaun penataansistem pendidiktm yang
ada(Soemamo, 1986, hal 12,13)Sementara
Soelistyo (1988, hal. 14) menilai bahwa
kebijaksanaan yang mendorong
peningkatan jumlah serta kualitas
pendidikan formal tidak diimbangi oleh
penyerapan tenaga keija yang memilki
pendidikan yang lebih tinggi yang
diciptakan oleh kondisi ekonomi yang
semakinberkembang. Di sisi lain tantangan
kemajuan IPTEK dari dunia barat semakin
memaksa lembaga-lembaga pendidikan
untuk mampu memberikan respon krealif
untukmengangkatkehidupanbangsasejajaf
dengan negara-negara maju. Sistem
pendidikan harus mampu mempersiapkan

bangsa untuk menghadapi perkembangan
dunia yang semakin kompleks, memiliki
sikap terbuka, percaya pada diri sendiri,
berani mengambil resiko, bertanggung
jawab, hidup sederhana dan bersikap
produktif (Soedjatmoko, 1989, hal. 9)

Sementara ituJika kita tengok sistem
pendidikan barat khususnya di Amerika
menyertai percepatan pertumbuhan
ekonomi pada tahun 50 dan 60 an
memperlihatkan denganjelaskebijaksanaan
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daO' pengembangan pendidikan yang
diarahkan pada perkembangan ekonomi.
Konsep "Human Capital",teorimodemisasi
serta masa depan' perkembangan
masyarakat post industri memberik^ arah
danpenetapan policy pemerintah Amerika.
Kombinasi prospektif ekonomi dalam
pendidikan sebagai human investment
merupakan. bahan utama penyusunan
kebijaksanaan pemerintah federal dalam
pengembangan pendidikan umum yang
relevan dengan kebutuhan pembangunan
ekonomi. Kompetisi serta timbulnya
berbagai kelompok sosial untuk
mengembangkan secara efektif human re
sources. Rakyat Amerika percaya bahwa
tujuan pendidikan hams berkorelasi secara
sistematik dengan proses pembangunan
ekonomi sekalipun hams dibayar dengan
mahal dari sisi politik dan ^sial. Terlepas
dari kelemahan-kelemahan serta kritik

terhadap pendekatan human capital dalam
pendidikan para pemegang policy di
Amerika yakin bahwa reformasi pendidikan
yang berpijakpada semboyan: "Pendidikan
Untuk Pembangunan Ekonomi Negeri"
mempakan sesuatu yang benar dan efisien'
dan akan mendapatkan basil yang sejalan
dengan' pandangan tentang^bagaimana
sebaiknyapendidikandiwujudkan serta apa
yang sebaiknya diajarkan (Alan J. De
Young, 1989)

Berbicara tentang kebijaksanaan
serta arah pendidikan di negeri kita Indo
nesia dapat dikem.ukakan beberapa catatan
sebagai berikut:
1. Konsep pembangunan Barat yang

menekankan pada peningkatan GNP
setinggi-tingginya dan secepat-cepatnya
tid^ mampu memecahkan masalah-
masalah kemiskinan, keterbelakangan,
kebodohan di negara-negara
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berkenibang temiasuk Indonesia. Oleh
karena-itu strategi pembangunan yang
bersendi pada pemerataan/kesempatan
kerja, memberantas kemiskinan,

' kebodohan keterbelakangan adalah
penting di samping meriingkatkan
pertumbuhan ekonomi.

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
nasional diperlukan akan tetapi tanpa
hams mengorbankansumberdaya yang
besaryangkitamiliki.Masalahnyai^ah
bagaimanameningkatkanpertumbuh^
ekonomi melalui pendayagunaan lebih
efeklif lagi variabel yang paling banyak
kita miliki yaitu sumber daya manusia
dikaitkan dengan altematif pemilihan
teknologi serta berbagai kelembagaan
yang menunjang proses pembangunan.
Pembangunanyangdilaksanakanjangan
sampai melenyapkan kebudayaan yang
sudah mendarah daging dalam
masyafakat atau pendekatan yang
bersifat manusiawi. Strategi
pembangunan jangka panjang melalui.
stmktur ekonomi yang seimbang yaitu
kekuatan industri yang maju didukung
kekuatan dan kemampuan pertanian
yang tangguh serta perdagangan luar

•negeri yang sejalan dengan
pembangunan industri dan pertanian
adalahcukupidealwalaupunsulitdalam
pelaksanaan.

3. Agaf dapat menunjang pembangunan,
perlu dilakukan pergeseran fungsi
pendidikan dari fungsi tradisional yang
berupa estafeta nilai-nilai (budaya)
menjadi berorientasi ke dep'an yaitu
bempayamempersiapkan terbeniuknya
manusiia yang mampu mengisi tenaga
kerja masyarakat industri (manusia
produktif) serta pengembangan nilai-
nilai" yang mendukung pembangunan.

Dalam bidangnon ekonom ikpendidikan
berperan d^am mempersiapkan kohdisi
sikap mental dan orientasi yang lebih
modem, mcmiliki disiplin nasional
(kepatuhan, loyalitas) serta integritas
nasional. Sikap yang positif dan aktif
(optimistik), kepuasan atas pekerjaan .
dan mutu yangdihasilkan (commitment
to work), berorientasi ke masa depan
(futurism), berencana dan hemat,
menghargai waktu (valuation on time),
kompetisi yang sehat, dsb.

4. Perencanaanketenagakeijaan perlu
memperhatikan keterkaitan antara
pendidikan dan kesempatan kerja.
Tujuanpendidikan selainmeningkatkan
pengetahuan perlu dikaitkan'dengan-
kebijaksanaan kesempatan kerja.
Demikian pula dalam membicarakan
kesempatan kerja harus dikaitkan
deng^ peningkatan pendidikan tenaga

.keija. Peran pendidikan yanglebih tepat
adalah menyiapkan tenaga keija yang
mempunyai pengetahuan dan
keterampilan yang bersifat umum di
bjdangnya sehingga' lebih adaptif
terhadap perkembangan spesifikasi
pekerjaan yang dibutuhkan di dunia
industri. Semcntara untuk pcmbekalan
keterampilan khusus yang diperlukan
lebih mudah dan murah jika
diselenggarakan melalui "on the job
training" padapusat-pusat industri yang
bersangkutan. Sekolah-sekolahkejuruan
dibatasi sesuai dengan kebutuhan
mendesak. Sekolah-sekolah umum

selain lebih efisien juga lebih fleksibcl
dan dirasakan lebih demokratis.

5. Sudah saatnya dirintis sistem
- rekruitmen tenaga kerja lebih

mengutamakan unsuf kompetensi,
kemampuan dalambidangnyadantidak
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semata^maia berdasaiican ijazah atau-
pun diploma. Praktek-praktek
rekruitmen tenaga keija melalui siste'm
koneksi, keluarga,sogok pada akhlmya
akanmerugikanoranglain dan lembaga
itu sendiri. Sejak dini perlu ditanamkan
pengetahuantentangduniakeija, disiplin
kerja dan mengurangi ethos "menjadi
pegawai negeri lebih terhormat" dari
orang-orang yang bekeija wiraswasta.
Penanamandisiplindan integritasdapat
dilakukan melalui pemahaman serta
penghayatan nilai-nilai moral dan
agama.

Pendidikan Islam

Seperti lembaga pendidikan umiirh
yang lain, lembaga pendidikan Islam
dihadapkanpada tantanganpasaran tenaga
kerja yang menurut adanya usaha
pembaharuan sistem pendidikan Islam serta
sistem pengelolaannya. Pemerintah
bersama-sama masyarakat telah berusaha
untuk mendorong lembaga-lembaga
pendidikan Islam untuk mengembangkan
sistem pendidikan dan penyelenggaraan
pendidikan sinkron. dan sejalan dengan
kebijaksanaan pemerintah melalui Undang-
undang pendidikan Nasional (UU No. 2
Tahun 1989) serta berbagai Peraturan

Pemerintah yangmengaturpendidikanpada
tingkat prasekolah (PP No. 27 Tahun 1990),
pendidikan Dasar (PP No. 28 Tahun 1990),
Pendidikan Menengah (PP No. 29 Tahun
1990) serta pendidikan Tinggi (PP No. 30
Tahun 1990).

Pondok pesantren sebagai lembaga
keagamaan di mana dikembangkan dan
diajarkan ilmu Agama Islam dalam
bentuknya yang lebih tradisional serta
madrasah-madrasahdimanadiajarkan ilmu
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Agama Islam dengan sistem yang lebih
modem (klassikal) berdasar SKB tiga
menteri yaitu Menteri Agama, Mendikbud
dan Mendagri dihadapkan pada keharusan
memasukkanpengajaran ilmu pengatahuan
uiiTum dan keterampilan dalam
kurikulumnya. Haltersebutdiperlukan agar
setiap lulusan pesantren dan madrasah
memilikikemampuanuntukteijunkedalam
masyarakat dengan pengetahuan serta
keterampilan yang dimilikinya sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi Iain
haltersebutperluuntukmeningkatkan daya
saing pesantren serta madrasah terhadap
pendidikan umum mengingat
kecenderungan masyarakat semakin
.meningkat untuk memilih pendidikan
umum yang secara langsung dapat
menciptakan tenaga keija yang siap pakai
di pasaran kerja lebih-lebih pada saat
memasuki masyarakatindustri padaPelita
ke'enam mendatang.

Berkaitan dengan arus pembahan
sosial memasuki era industrialisasi
mendatang makamenurut'Prof. Dn Mukti

'Ali (1984:16) maka sistem pendidikan dan
pengajaran Islam yang paling baik di Indo
nesia adalah'sistern pendidikan mengikuti
pola pondok pesantren, sedangkan sistem
pengajaran mengikuti sistem pendidikan
madrasah.Akantetapidenganmenekankan

sistem pendidikan modern dalam
mengembangkan pendidikan' Islam telah
dirasakan kelemahannya yaitu timbulnya
"krisis ulama" yang mendorong Menteri
Agama untuk membentuk suatu usaha
mencetak ulama melalui MAN Program
Khusus yaing sampai saat ini telah ada di 5
kota di Indonesia. Permasalahan lain

mengenai pondok pesantren ^seperti
dikemukakan qleh Abdurrahman Wahid
(1983:12) adalah integrasiprodukpesantren



ke dalam sistem pendidikan nasional,'
masalah-wawasan sosial budaya dan sosial
ekonomi, kerjasama dengan pihak-pihak
lain, hubungan antara keimanan dengan
ilmu pengetahuan dan yang tidak kalah
penting adalah masalah manajemen dan
pembiayaan.

Mengenai pendidik^ tinggi, IAIN
khususnya tidak lepas dari pemasalahan
yang sama yaitu meriuninnya animo
raasyarakatuntukmasukke IAIN, masalah,
mutuakademis,kesempatan/lapangankeija
bagi para lulusan, relevansi kurikulum
dengan kebutuhan masyarakat, serta
masalah manajemen daii pembiayaan.
Sementara itu Perguruan Tinggi (Islam)
Umum di samping dihadapkan pada
masalahmanajemen, sumberdayamanusia,
danjuga dihadapkanpadamasalahintegrasi
antara ilmu pengetahuan umum dengan
ilmu pengetahuan Islam dalam berbagai
disiplin ilmu yang dikembangkan. pada
perguruan tinggi tersebuL Oleh kareha itu
diperlukan suatu rekonstruksi sistem
pendidikan Islam secara terus menerus
sejalan dengan tantangan perkembangan
masyarakat, ilmu pengetahuan dan
teknologi.-^ '

Lembaga-lembagapendidikanIslam
sudah seharusnya mempertahankan ciri
utama pendidikannya berdasar pada
prinsip-prinsippendidikaiiIslamakantetapi
dituntut pula~kemampuannya untuk
menjawab tantangan-tantangan perkera-

£ ZaenalAbidin, Kesempatan Kerja dan SumberDaya

banganmasyarakat,ilmu pengetahuanserta
teknologi dengan mengembangkan sistem
pendidikan yang diiaksahakan sejalan
denganperubahan-perubahantersebutdemi
kelangsungan eldistensi pendidikan Islam
itu sendiri.
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